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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Muhrim Husain bin H. Niati, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung
Suprapto, RT.002 RW.003 (Kompleks Asmi Bina Taruna)
Kelurahan Limba U 2, Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang
Mongondow, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Agustina Fransiska S binti L Sirait, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pisang
No. 5, Kelurahan Perdamean, Kecamatan Pematang Siantar
Marihat, Kopta Pematang Siantar, Provinsi Sumatra Utara,
selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai
tanggal 31 Januari 2017 yang pada tanggal tersebut terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara  Nomor
0093/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, mengemukakan alasan-alasan yang pada
pokoknya:
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1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada
tanggal 3 April 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup
rukun dan memperoleh 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa sejak bulan Februari 2014 antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon
memilki sifat keras kepala;

4. Bahwa pada bulan April 2014, Termohom pamit kepada Pemohon karena
ibunya meninggal namun sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali dan
informasi anak yang bicara dengan Termohon melalui telpon bahwa
Termohon telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Muhrim Husain bin H. Niati) untuk
menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i TerhadapTermohon (Agustina Fransiska S
binti L Sirait) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil’lkuasanya untuk
datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan
Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 24 Februari 2017, yang dibacakan di
persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata
bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati

Pemohon agar bersedia kembali rukun dengan Termohon.
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
002/02/1V/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi,
Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 3 April 1998, bermeterai cukup,
dinasegellen dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua
orang saksi masing-masing bernama Rahmiyati binti Husain dan Amin bin
Adam, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang secara
lenkapnyam berita acara sidang;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu
yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon
telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah
002/02/1V/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi,
Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 3 April 1998, yang telah di nasegelen,
bermeterai cukup dan sesuai aslinya didalamnya menerangkan bahwa
Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 3 April
1998, sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta
autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan
materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan

memiliki kekuatan yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti
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bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang
6 pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi,

Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi
yang telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah memberikan
keterangan di dalam persidangan yang isinya telah saling bersesuaian antara
satu sama lain dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian
terhadap apa yang telah didalilkan oleh Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang

" pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah selama 3 (tiga) tahun
karena Termohon meninggalkan Pemohon dengan alasan melayat ibunya
namun hingga sekarang tidak kembali lagi kepada Pemohon dan anak-
anaknya;

Menimbang bahwa kasus kehidupan rumah tangga Pemohon dan
Termohon sebagaimana diatas, menurut Majelis dengan tidak melihat
kesalahan pada pihak siapa dan menempatkan Pemohon dan Termohon pada
kedudukan yang sama karena keduanya memiliki andil yang sama dalam
kelangsungan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis

" Hakim berpendapat kalau perkawinan ini sudah jauh dari suasana harmonis
karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan
Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa
rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan
pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum
Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Quran Surah ar-Rum

ayat 21;
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Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi beri'tikad mempertahankan
rumah tanggnya, keengganan Pemohon ini terlihat dari sikap Pemohon yang
sangat aktif mengikuti proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat
keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon ini sesuai petunjuk Al Qur'an
dalam surah Al Bagarah ayat 227 yang berbunyi sebagaimana berikut:

ol G L0153 B a3 G5

Artinya: “dan jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka
sesungguhnya Allah S.W.T maha mendengar lagi maha mengetahur”

Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379
K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : *“

L Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan
untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti
retak dan pecah ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi,
sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta telah
memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf
(b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf huruf (b) Kompilasi Hukum

g Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi,
sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta telah
memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan
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& memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk mengahadap di persidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang
lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya tersebut
bukan karena sesuatu hal yang dibenarkan oleh undang-undang sedangkan
permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka
sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan
verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

L Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Muhrim Husain bin H. Niati) untuk

: menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Agustina Fransiska S binti
LV L Sirait) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Passi, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota
Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Siantar Marihat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 351.000,- (tiga
ratus lima puluh satu ribu rupiah).
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Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh Drs. H. Tomi
Asram, SH., M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, MH dan Khairiah
Ahmad, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Maijelis didampingi
Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Taufik H. Ngadi, M.H. sebagai
Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, M PEL Ketua Majelis,
\DSAEF509720
‘ -4 ENA) uunuplﬂ;

Drs. H. M. Suyuti, M.H Drs. H. Tomi Asram, SH, M.HI

Khairialy Ahmad, S.HI., M.H.

Panitera,

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H.
Perincian biaya perkara :

— Pendaftaran : Rp.  30.000,-

- ATK :Rp. 50.000,-

— Panggilan :Rp. 260.000,-

— Redaksi :Rp. 5.000,-

— Meterai - Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 351.000,-
(tga ratus lima puluh satu ribu rupiah).
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